Menimbang

Mengingat

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR ! TAHUN 2020
TENTANG
PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA_

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

. a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya N

- saing serta sinergi dengan kebutuhan dunia kerja perlu
dilakukan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan

b. bahwa pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan se}alan S
dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang ..
Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka

Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya
Manusia Indonesia;

¢c. bahwa berdasarkan permmbangan sebagalmana d1ma1<:sud' e

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pengembangan Sekolah Menengah' o
Kejuruan; _ =

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negala Repubhk MEER e

Indonema Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tel’l‘tang L
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Prownm Kahma_ntan-}l s
Barat, Kalimantan Selatan .dan Kalimantan = Timur ' G
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor .
65, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Iﬁdonema Ncmor g

1106);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang S1stem'-_-":_'_z'_:_ =
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia’
Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran- Negarav:_-é_.

Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 -temtah'g'
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran ==

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 - Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor = 1
5234) “sebagaimana .telah diubah dengan’ Undang-Undang =~
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-". .
Undang. Nomor Nomor 12 Tahun 2011 -tentang - =~ |
Pembentukan Peraturan Perundang- undag&m (Lembaran -
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, -

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Ind011e31a Nomor' CEl

6398);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaant.Nomdf"34
Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan,;

8. Peraturan Badan WNasional Sertifikasi Profesi Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi
Bagi Lulusan SMK;

MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara _' :
Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan -

vang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. R
Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah -

yang menyelenggarkan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. .

Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah-__-
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada:
jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dan SMP, MTs dan/atau

bentuk lain yang sederajat. 3
Pengembangan SMK adalah upaya sistematis, terencana, terukur dan -

terorganisasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan SMK -

yang berkualitas guna peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya' |

manusia Indonesia melalui optimalisasi semua unsur pendidikan yang -
terkait.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Sertifikasi Kompetensi Kerja yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah
proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis
dan objektif melalui wji kompetensi yang mengacu kepada Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan /atau
Standar Khusus.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
Pendidik adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,
pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri
dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Prasarana dan Sarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang
utama terselenggaranya pengembangan SMK.

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan
tujuan organisasi.

Lembaga adalah Badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu
penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.

Lembaga sertifikasi kompetensi yang selanjutnya disingkat LSP adalah
lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi yang telah
memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dan BNSP.

L3P pihak pertama yang selanjutnya disingkat LSP-1 adalah LSP di SMK
Negeri dan SMK Swasta yang berakreditasi A, yang memperoleh lisensi dari
Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi dan ditetapkan oleh Gubernur.
Asesor adalah seseorang yang berhak melakukan asesmen terhadap suatu
kompetensi sesuai ruang lingkup asesmennya.

Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah merupakan
tempat kerja dan/atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas
pelaksanaan uji kompetensi, yvang telah diverifikasi oleh LSP berlisensi.

Unit produksi adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan
prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan
produk sesuai dengan kondisi nyata industri dan tidak berorientasi mencari
keuntungan sebagai metode pembelajaran dan pelatihan.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI
adalah kerangka penjenjangan sumber daya manusia Indonesia yang
menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan sektor Pendidikan
dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja yang disesuaikan dengan
struktur di berbagai sektor pekerjaan.

Keunggulan kompetitif daerah adalah kemampuan yang dimiliki suatu
daerah, baik berupa karakteristik maupun sumber daya, yvang memberikan
daya saing dari daerah tersebut.

Keunggulan komparatif daerah adalah keunggulan yang dimiliki oleh daerah
berupa karakteristik dan sumber daya, yang memberikan ciri khas yang
membedakan potensi daerah tersebut terhadap daerah lainnya.
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23.

24,

25.

26.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat.

Unit kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah
unit kerja atau subordinat Perangkat Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD
di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

SMK jejaring adalah SMK yang menjadi Mitra dari SMK vang sudah memiliki
Lisensi LSP-P1 untuk bersama-sama menyelenggarakan Uji Kompetensi.

Pasal 2

Peraturan Gubermnur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam pelaksanaan pengembangan SMK.

Pasal 3

Pelaksanaan pengembangan SMK bertujuan untuk:

a.

oo

meningkatkan keterkaitan dan kesesuaian antara penyelenggaraan
pendidikan SMK dengan kebutuhan kerja di dunia usaha dan dunia
industri;

penyedia tenaga kerja yang terampil untuk mengisi pasar kerja vang
dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri atau berwiraswasta;

mengubah pembelajaran berdasarkan kebutuhan pasar kerja;

meningkatkan kemandirian penyelenggaraan pendidikan sebagai landasan
pengembangan;

meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan dengan memberikan akses
sertifikasi kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat; dan

meningkatkan peranan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya
untuk berperanserta dalam pengembangan SMK.

Pasal 4

Sasaran pengembangan SMK adalah seluruh SMK di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

SR ER MmO a0 op

penyelenggaraan pengembangan SMK;

kemitraan dan kerja sama;

fasilitasi sertifikasi dan kompetensi;
pengembangan kurikulum;

pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
pengembangan sarana dan prasarana;
pengelolaan lembaga;

pendampingan untuk SMK Swasta;

peranan perangkat daerah (PD); dan

pendanaan.
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(1)
(2)

BAB 11
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SMK
Pasal 6

SMK mengembangkan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui:

a. memperkuat kelembagaan;

b. memperkuat pengelolaan keuangan SMK; dan

c. penguatan SMK.

Pengembangan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK
berperan aktif dalam hal: '

a. mengelola manajemen lembaga secara profesional; :
b. menggalang kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri,

Perguruan Tinggi, LSP dan lembaga lainnya yang relevan dengan
kebutuhan;

c. menyediakan akses dan fasilitasi bagi pendidik dan tenaga- kependzdzkan
SMK untuk meningkatkan kompetensi profesional -sesuai bzdang: B

keahlian;

d. menyelaraskan muatan mata pelajaran yang diajarkan dengan
kebutuhan yang berkembang dalam lapangan pekerjaan sasaran;

e. mengevaluasi program keahlian yang telah ada;

{. mengembangkan program keahlian yang mendukung peﬂgembangan'-'_' - e

potensi wilayah; :
g. mengembangkan LSP sesuai dengan kompetensi unggulan yang dlmﬂlkl
h. menggalang dukungan pelaku usaha/dunia usaha dan dunia industri =

untuk memperoleh pendidik dan tenaga kependidikan dan unsur praktisi .

serta perguruan tinggi untuk memperoleh pendidik dan tenaga -
kependidikan dari unsur perguruan tinggi; ' :
melaksanakan promosi lulusan/tamatan di dunia kerja;
memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk lulusan;

i
k. mengembangkan unit produksi sekolah dengan konsep perusahaan':;l_}_ Srb

berbasis sekolah;

. membekali peserta didik dengan nilai karakter budaya bangsa dan etos .

kerja industri; dan

m. menggalang akses dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan untuk e

peserta didik dan lulusan.
Pasal 7

Peran Peserta Didik dalam rangka pengembangan SMK, terdiri dari :

a.

b.
c.
d
e

pengembangan kemampuan pribadi sesuai dengan minat dan baka‘f pada-- b

program keahlian yang dipilih; :
mengasah jiwa wirausaha dengan mengembangkan inovasi dan kreahfltas, :
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

menglkutl pembelajaran dengan baik; dan

mencari dan memanfaatkan akses untuk peningkatan kapas1tas -beuk d1' et

dalam maupun di luar sekolah.
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Pasal 8

Peran Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan SMK, terdiri dari: =

a. pendampingan SMK Swasta;

b. penyediaan layanan SMK vang berkualitas;

c. fasilitasi pendataan masukan, proses dan keluaran pengembangan SMK;

d. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai dan
berkualitas;

e. peningkatan kapasitas daya tampung SMK;

f. penataan kelembagaan SMK;

g. mengembangkan SMK unggulan;

h. pengadaan sarana prasarana SMK yang memadai sesuai standar;

i. pengembangan pendekatan pembelajaran berbasis industri;

J.  peningkatan akses sertifikasi kompetensi peserta didik SMK : a2

k. pendampingan SMK Mandiri yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuaﬂganfi

Badan Layanan Umurm Daerah; dan
l.  pengembangan jejaring kerja pengembangan SMK sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
BAB IiI
KEMITRAAN DAN KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Kemitraan
Pasal 9

(1} SMK dapat menjalin kemitraan dengan satu atau lebih pelak.u usaha, untuk..._"_.':-; : 3:.'-__.:
membuka kompetensi keahlian baru dan/atau pengembangan kompetensi- © -
keahlian yang telah ada untuk mendukung program’ rekrultmen yang:-;i_

dibutuhkan oleh pelaku usaha mitra kerja sama SMK. :
(2) Sebelum menjalin kemitraan sebagaimana di maksud pada ayat (1) SMK

melaksanakan penilaian awal untuk mementihi pe1syaratan yang palmg. S

sedikit meliputi :
a. kelengkapan dokumen kelembagaan dan pemzman usaha Calon mltra

b. ketersediaan akses terhadap LSP yang. 1eievan dengan;_;-.'_ L

kompetensi/keahlian yang dibutuhkan pelaku usaha Calon mltra, i

. potensi pelaku usaha calon mitra SMK; :

. potensi dan prospek usaha yang d13a1ankan

potensi lingltungan setempat;

potensi ketersediaan peserta didik; '
potensi ketersediaan pendidik dan tenaga kependldzkan

- kebutuhan anggaran penyelenggaraan pendidikan;
kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pend1chkan
J. kebutuhan pelaksanaan kurikulum pendidikan; dan
k. prospek serapan tenaga kerja lulusan. o

S g e Q0

(3) Selain mendukung penilaian awal sebagaimaria d1maksud pada aya't (2) -

pelaku usaha calon mitra paling sedikit harus menyedlalxan L i

a. proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang dapat dlsera,p dazl 1u1usar1 SMK
mitra; '

b. kebutuhan penyelarasan materi kurikulum- dengan stanciar kompetenm
kerja pelaku usaha calon mitra; dan

c. sarana, prasarana dan tenaga pendamping/ pengajar piaktﬂ{ kezja bag,1 s o

peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
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(4)
(S}

(6)

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk . -

perjanjian kerja sama.

Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan
kepada Dinas.

Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja Sama
Pasal 10

SMK dapat menjalin kerja sama dengan :

a. pelaku usaha;

b. perguruan tinggi;

c. LSP; dan

d. lembaga lainnya yang terkait sesuai dengan kompetensi keahlian yang
dibutuhkan.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatlkan RPN

a. kompetensi keahlian yang dibutuhkan dalam pembelajaran;

b. kemampuan/ketersediaan sumber daya pihak pelaku usaha, perguruaﬂ* Bt

tinggi, LSP dan lembaga lainnya yang akan melaksanakan kerja sama;
c. kebutuhan sumber daya sekolah yang diperlukan untuk melaksanakan
kerja sama;

d. potensi kerja sama dalam pengembangan pembelajaran "berbéSis-'_-15

industri; dan

k. prospek perekrutan tenaga kerja/magang/kemitraan usaha deﬂgaﬂ __

hnlusan SMK.

SMK mengajukan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada aya‘t (1) o

kepada Gubernur melalui Dinas.

SMK dapat menjalin kemitraan dengan satu atau lebih pelaku usaha untuk - -~

melaksanakan pembukaan kompetensi keahlian baru dan/&tau

pengembangan kompetensi keahlian yang telah ada untuk mendukung - o
program rekruitmen yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mitra ker}a sama oo

SMEK.

Sebelum menjalin kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat {1 ) SMK i
melaksanakan penilaian awal untuk memenuhi persyaratan yang pahncr: S

sedikit meliputi: -
a. kelengkapan dokumen kelembagaan dan perizinan usaha calon matra

b. ketersediaan  akses terhadap LSP vyang relevan dencfan o i

kompetensi/keahlian yang dibutuhkan pelaku usaha calon mitra;
potensi pelaku usaha calon mitra SMK;

potensi dan prospek usaha yang dijalankan;

potenst lingkungan setempat;

potensi ketersediaan peserta didik;

potensi ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan;
kebutuhan anggaran penyelenggaraan pendidikan;

kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pendidikan;
kebutuhan pelaksanaan kurikulum pendidikan; dan

prospek serapan tenaga kerja lulusan.

ol el e I N Ol = e
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(6) Selain mendukung penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pelaku usaha calon mitra paling sedikit harus menyediakan:

a. proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang dapat diserap dari lulusan SMK
mitra;

b. kebutuhan penyelarasan materi kurikulum dengan standar kompetensi
kerja pelaku usaha calon mitra; dan

c. sarana, prasarana dan tenaga pendamping/pengajar praktik kerja bagi
peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

(7) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk )

Perjanjian Kerja Sama.
(8) SMK mengajukan rancangan perjanjian kerja sama kemitraan sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) kepada PD yang membidangi urusan pendidikan. :
(9} PD yang membidangi urusan pendidikan dan Biro Pemerintahan Sekretariat
Daerah melakukan fasilitasi pembahasan Perjanjian Kerja Sama kemitraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4). '

Bagian Ketiga
Kerja Sama Dengan Pelaku Usaha
Pasal 11

Kerja sama dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) huruf a, SMK dapat menjalin kerja sama dengan pelaku usaha/dunia usaha _
dan dunia industri dalam hal : :

a. sinkronisasi kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja;

b. penyediaan pendidik tamu di SMK sebagai tenaga pengajar keahlian pada.- o =

sektor usahanya/kompetensinya; o
c. penyediaan pelatihan keahlian untuk pendidik dan tenaga kepefﬂdldikan

sesuai kompetensi/ standar keahlian yang diperlukan;
d. pr aktik kerja industri peserta didik;

e. sinergi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan prakuk L

kerja lapangan;
f. pengembangan dan pemasaran produk unit produksi sekolah milik SMK
penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran;

g el
h. rekruitmen dan promosi tenaga kerja dan pemagangan lulusan SMK sesuag ST

kebutuhan pelaku usaha;

i. promosi lulusan SMK untuk penyaluran tenaga kerja potensial di pel{erjaan g
dan '

J. pembinaan dan inkubasi wirausaha untuk peserta didik maupun 1u1usar1

SMK.
Pasal 12

(1} Pelaku usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun berkerjasama dengan

pelaku usaha lain dapat membuka kelas industri di SMK dalam menunja:ng_ | e

ketersediaan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan usaha:

(2) Kelas industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) vaitu kelas khusus yang
difasilitasi industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja mdust:m- SR

tersebut.
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Pasal 13

(1) SMK dan pelaku usaha secara bersama-sama dapat melaksanakan
penyelarasan kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan dan standar '
kompetensi kerja pelaku usaha. : o

(2} Penyelarasan kurikulum pembelajaran dilaksanakan pada materi ageu teorz =
dan praktik yang diterapkan dan dikembangkan oleh pelaku usaha. :

(3) Penyelarasan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2)"' ™

disertai dengan dukungan pelalku usaha berupa : S
a. standarisasi kualifikasi peserta didik yang bisa magang dan/ atau

praktik kerja industri/praktik kerja lapangan pada pelaku usaha terk_alt e

pemberian bantuan teknis penyelarasan kurikulum kepada SMI;
pengembangan unit produksi sekolah;

penyediaan pendidik dan/atau tenaga kependidikan;

penyediaan bahan ajar;

penyediaan sarana dan prasarana praktik kerja;

bagi peserta didik dan lulusan;

5@ a0 U

pengalaman untuk penchdlk tenaga kepend1d1ka11 dan lulusan SMK
dan/atau

rekruitmen magang dan praktik kerja industri/praktik kezja Iapangan s

akses sertifikasi kompetensi dan peningkatan kapasitas keilmuan dan ..

1. akses penyaluran tenaga kel_}a lulusan SMK sesuai dengan kemampuaﬂ b

pelaku usaha.
Pasal 14

Pelaku usaha dapat menyalurkan alokasi tanggung jawab- soszal'::'.:._"_f_f__-':_:f i
perusahaan/program kemitraan bina linglkungan untuk pengembangan SMK e

Pasal 15

Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama dengan pelal«;u usaha yang' e

meliputi:

a. dorongan bagi pelaku usaha/dunia usaha dan dunia mdustrl untuk_ﬁ':._f;; -
membina SMK sebagai institusi pasangan dengan membuika kelas industri

di SMK;

b. pendataan dan pembaruan data pelaku usaha yang berpeluang menjadr:_f'_'?:' 8

mitra kerja sama pengembangan SMK;
pendataan dan pembaruan data lulusan SMK;

oo

pendampingan kerja sama antara SMK dan pelaku usaha:

fasilitasi penyusunan kesepakatan, perencanaan, pelaksanaan evalua31 dan R

e. penyelenggaraan promosi produk SMK yang bekerja sama. dengan peiaku- L

usaha;

f. fasilitasi penyesuaian kurikulum dan sarana serta p1asara11a pembelagaran

dengan kebutuhan pekerjaan;
g. penerbitan pedoman pengelolaan unit produksi sekolah; dan
h, fasilitasi akses pendampingan kewirausahaan.
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Bagian Keempat
Kerja Sama Dengan Perguruan Tinggi
Pasal 16

Kerja sama dengan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (1) huruf b, SMK dapat melaksanakan kerja sama dalam hal :

a. akses informasi dan hasil penelitian /kajian ilmiah;

b. akses pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;

c. akses kerja sama penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yang
relevan dengan kebutuhan SMK;

d. kemitraan dalam penyaluran program pengabdian masyarakat Perguruan
Tinggi;

e. kemudahan bagi perguruan tinggi dalam pengambilan data riset;

akses tenaga ahli untuk menjadi pendidik tamu di SMK; dan

g pelaksanaan persiapan bagi peserta didik yang akan melanjutkan
pendidikan di jenjang perguruan tinggi.

™

Pasal 17

Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama dengan Perguruan Tinggi B

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang meliputi :

a. pendataan dan pembaruan data perguruan tinggi yang berpeluang menjadi
mitra kerja sama pengembangan SMK;

b. pendataan dan pembaruan data lulusan SMK yang melanjutkan pendidikan
di perguruan tinggi;

c. fasilitasi penyusunan kesepakatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pendampingan kerja sama antara SMK dan perguruan tinggi; dan

d. penyelenggaraan promosi produk SMK yang bekerja sama dengan
perguruan tinggi.

Bagian Kelima
Kerja Sama dengan LSP
Pasal 18

(1) Kerja sama dengan LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf ¢, SMK dapat melaksanakan kerja sama yang relevan untuk pelatihan .
dan sertifikasi kompetensi peserta didik dan lulusan SMK.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : .
a. penyiapan peserta didik, lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan

untuk mengikuti proses sertifikasi; .
b. LSP-P1  memberikan usulan/ masukan kepada SMK untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran teori dan proses

praktik kerja peserta didik pada program kompetensi keahlian dan unit = -

produksi sekolah;
c. penyediaan pendidik dan/atau tenaga kependidikan untuk memberikan

pelatihan bagi peserta didik dan lulusan untuk mengikuti proses n

sertifikasi; dan

d. penyediaan tenaga pengajar untuk sertifikasi kompetensi bagi pendidik
dan tenaga kependidikan.
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Pasal 19

(1) SMK yang berakreditasi A, baik secara sendiri-sendiri maupun melakukan

kerja sama dengan SMK lain, pelaku usaha, perguruan tinggi, pelaku usaha o
dan pihak lain yang relevan dapat mendirikan dan mengelola 1LSP-P1- sesueu RN

dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) SMK yang berakreditasi di bawah A, dapat bekerja sama dengan LSP- Pl
sebagai jejaring kerja yang ditetapkan oleh Dinas.

(3) L3P-P1 dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi mengacu kepada: SKKNII._.-' S
dan KKNI serta standar profesi tingkat internasional yang diakui duma SRR

usaha dan dunia industri.

(4) LSP-P1 dapat melayani sertifikasi kompetensi bagi peserta didik- SMK
pembentuk LSP-P1 dan SMK jejaring.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau akses kepada SMK y&ng;'_-l

akan membentult LSP-P1.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
melibatkan pelaku usaha, LSP, perguruan tmggz dan plhak }am yang B

memiliki potensi.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dzlaksanakan sesuai dengand.'_

kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam
Kerja Sama Dengan Pihak lain yang terkait
Pasal 21

(1) Kerjasama dengan pihak lain yang terkait sebagaimana dimaksud - daiam:’:':"_.--:_.
pasal 10 huruf d, SMK dapat melaksanakan kerja sama untuk memperoleh- L
dukungan akses sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan SMK s

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

masyarakat yang peduli terhadap penvelenggaraan pengembangan SMK
asosiasi pelaku usaha;

praktisi; dan/atau

akademisi.

po o

BAB IV
FASILITASI SERTIFIKASI KOMPETENSI
Bagian Kesatu
Fasilitasi
Pasal 22

(1) SMK memberikan fasilitasi dan/atau akses kepada peserta didik; iulusan
pendidik dan tenaga kependidikan untuk sertifikasi kompetensi- berdasarkanﬁ-- S

kompetensi keahlian yang dimiliki.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dapat mehbatkan LSP P1 ":

milik SMK sendiri atau bekerja sama dengan LSP lain.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dikoordinasikan kepada: L

Dinas.
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Pasal 23

(1) SMK menyelaraskan isi pembelajaran sesuai denﬂan tuntu‘tan umt'-'
kompetensi pada SKKNI. S

(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapai mehbatkan LSP i

(3) Pelibatan LSP sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) dﬂakukan daiam?bentuk--
pemberian masukan materi muatan pembela;aran yang ham' '
kepada siswa. : _ .

Pasai 24

{1} Dinas dapat melaksanakan fasﬂltas; Sertﬂlkam kompete1131 dengan Standar
internasional dan/atau standar sertifikasi: kompetenSI yang berbeda d 'fgan
standar sertifikasi kompetensi : yang berlaku di Indonesia dengan ketentuaz '
a. spesifikasi kompetensi tenaga kexja kebutihan | pelaku usaha ‘ber‘beda

dengan spesifikasi kompetens1 berdasarkan standar;_--
kompetensi yang telah ada; SR .
b. dilaksanakan melalui kerja sama dengan LSP resmi- yang dlakul oleh'f"
pelalkku  usaha, perguruan tm gl Pemermtah dan/ atau “Pem 1ntah
Daerah; dan '
c. belum ada LSP ch Indonesm y&mg dapat : membeﬂkai
kompetensi dengan standar kompeten31 yang dlakul
internasional. i i

(2) Fasilitasi sebagaimana d1maksud pada ayat (1) d:laksanakan sesuaz dengai

ketentuan peraturan perundang~undangan - S L

Pasai 25

Dinas memberikan dukungan terhadap semﬁkam kompetenm dalam _bentuk

a. memfasilitasi Pembentukan LSP-P1; . : ; =

b. memfasilitasi penyelenggaraan seruﬁkam kompeten31 pesert d1d1k SM

c. melaksanakan program- sert;ﬁkaa mtemas:lonal untuk kompet'_
yang menjadi unggulan daerah SR - :
memtasilitasi pelatihan asesor, dan

pengembangan TUK, -

P P

Baglan Kedua S e
Penyelenggaraan }?endidﬂian SMK untuk Semﬁkam

Pasal 26

(1} Penyelenggaraan pendxdlkan ch SMK dllakukan dengan mengmtegramkan
materi pembelajaian ciengan maten u31 kompetenm yang be

sertifikasi sesuai dengan’ kompetensl vang dxajarkan e

(2} Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) dﬂakukan' oleh seluruh

pendidik dan tenaga lcependldlkan T . - o
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Pasal 27

(1) SMK yang belum memiliki LSP dapat melakukan perjanjian kerja sama
dengan SMK lain yang memiliki LSP untuk sertifikasi kompetensi bagi
pendidik dan peserta didik sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

{2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
kepada Dinas.

BABV
PENGEMBANGAN KURIKULUM
Pasal 28

(1) Dinas melaksanakan pengembangan kurikulum dengan cara :

a.

d.

e,

menyelaraskan kurikulum dengan:

1. kebutuhan kualifikasi tenaga kerja dalam Dunia Usaha dan Dunia
Industri, baik dalam skala daerah, nasional maupun internasional;

2. materi uji kompetensi untuk sertifikasi;

3. tata nilai sosial budaya yang berkembang dalam
masyarakat/kearipan lokal; dan

4. keunggulan kompetitif dan komparatif daerah.

mengembangkan kompetensi/keahlian dengan standar daerah, nasional

dan internasional dan menerapkan kepada SMK sesuai dengan

kapasitasnya;

mengembangkan kompetensi/keahlian bidang teknologi rekayasa,

teknologi informasi dan komunikasi, pariwisata, agribisnis, kemaritiman,

konversi energi, seni dan produk kreatif;

fasilitasi integrasi kurikulum pembelajaran SMK dengan potensi daerah

di lingkungan SMK tersebut; dan

mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi informatika dan

komunikasi.

(2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pelaku usaha, BNSP, LSP,
perguruan tinggi, tokoh budaya dan instansi yang terkait.

Pasal 29

(1} SMK melaksanakan pengembangan strategi pembelajaran yang kreatif dan
inovatif sesuai dengan kemampuan peserta didik.

(2} Pengembangan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk peningkatan kompetensi mengajar pendidik sesuai dengan kebutuhan
kurikulum dan kemampuan peserta didik.

(3} peningkatan kompetensi mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapat dilakukan secara mandiri dengan cara :

a.

b.
c.

memanfaatkan akses peningkatan kapasitas yang disediakan oleh pelaku
usaha, perguruan tinggi, LSP maupun sumber-sumber lainnya yang sah;
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; dan

melakukan riset dan penelitian untuk pengembangan pembelajaran
sesuai perkembangan teknologi.

{(4) Dinas bertanggungjawab untuk peningkatan kompetensi pendidik sesuai
dengan kemampuan Daerah.

BARG PERARGEAT DAERAH
HURUM PEMBAHARRA

¢ — 12 £

L4

ASISTEN T SREDA




(1)
(2)

BAB VI
PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 30

Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan SMK dilaksanakan untuk -

peningkatan kompetensi.

Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara pemberian akses dan fasilitasi, antara lain :

a. melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

b. sertifikasi kompetensi;

c. mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas profesional; dan

d. sinergi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. _
Pemberian akses dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan oleh SMK. .

Pasal 31

Dinas melakukan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan SMK.

Pengembangan pendidik dan tenaga kependzdlkan sebagalmana dlmaksud_-'-__

pada ayat (1) dilakukan melalui :

a. pengembangan sertifikasi dan Pengembangan Keprofes:tan Berkelan}utan

bagi pendidik dan tenaga kependidikan guna mendukung pengembangan - )
profesi bagi pendidik pembelajar;
b. perlindungan dan penyetaraan peluang kesejahteraan bagi pendidik dan -

tenaga kependidikan tidak tetap (Honorer) pada SMK Negeri di- daerah, e I
c. menjalin kerja sama dengan pelaku usaha untuk penempatan magang"ﬂ s

bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
d. menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam hal :

1. pengembangan riset dan teknologi dengan melibatkan pendldﬂ{ dan ¥ -

tenaga kependidikan;

2. melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi untuk. penmgkatan e

kapasitas bagi pendidik;
3. akses pendidikan tinggi bagi pendidik dan tenaga kependldﬁcan dan

4. alokasi program pengabdian masyarakat dari perguruan ‘tmggl untuk S

pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.

e. melaksanakan fasilitasi dan pemberian akses kepada | pend1d1k dan
tenaga kependidikan untuk meningkatkan kapa31tas dan” seztlﬁkam

kompetensi.
BAB VIl _
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
Pasal 32

Pengembangan sarana dan prasarana diperlukan . untuk . memngkatkaﬂ : :
kualitas penyelenggaraan pendidikan SMK melalui pemanfaatan teknologl -:  '

informasi dan komunikasi.

Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dzmaksud pada aYat (1)..__: e

dilakukan dengan cara :

a. pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi mformatlka dan:5.'_;._:.:_'_:"':?'-"_

komunikasi;

b. pembuatan jaringan kerja sama antara SMK, Pemerintah Daerah pelakuEffi__--_."-f.--'.'
usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSP dan Iembaga 1a1n yang. e

terkait berbasis teknologi mfomatlka dan komumkam '
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(3)

c. pengelolaan manajemen pendidikan berbasis teknologi mformatlka c'{an-
komunikasi; dan

d. pembuatan laman untuk publikasi dan promosi pendidikan SMK.

Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui penggalangan dukungan dari pelaku usaha,

Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan pihak-pihak lain yang

peduli.

Pasal 33

SMK  yang belum memiliki sarana dan prasarana penyelenggaraan- o

pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana pendidikan milik -

SMK lain, pelaku usaha, dan/atau pihak lain yang memiliki sarana dan .

prasarana pembelajaran yang dibutuhkan.
Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada o
ayat (1) dilakukan dengan perjanjian kerja sama.

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan
kepada Dinas.

Pasal 34

SMK harus memiliki unit produksi berbasis sekolah untuk peﬁgembanganf': |

sarana dan prasarana.
Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk: -
a. praktik kerja profesional bagi peserta didik serta magang bagi lulusan;

b. unit usaha sekolah untuk memberikan keuntungan fmansaal untuk _- f;': i

penyelenggaraan pendidikan; dan

¢. sarana pelatihan kewirausahaan guna membangun mental kemandwmn LA

peserta didik.

Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secar a;.- R
mandiri oleh 1 (satu) SMK atau secara bersama-sama oleh-lebih’ dan 1 (satu) fe

SMK dengan ketentuan :

a. produksi barang dan layanan jasa unit produksi harus sesuai- dengan."- A

bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan; dan -

b. semua bidang/program/kompetensi keahlian yang d1a3arkan halus

didukung dengan adanya unit produksi.

Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat d1 kelola mela_lu_i”_' B

kerja sama dengan pelaku usaha.

Pasal 35

Pemerintah Daerah menyusun pedomaﬁ pengelolaan lieuaiigén"déﬁ' aset

serta pelatihan khusus untuk manajemen pengelolaan Umt Produksa :'ﬁ-.:;fi

Sekolah pada SMK negeri.

Materi pedoman pengelolaan keuangan dan aset serta peia’mhan khusus;-_"f'ﬁ_,'_-_-
untuk manajemen pengelolaan Unit Produksi Sekolah ‘sebagaimana .

dimaksud pada ayat (1} dapat diberlakukan untuk Unit Produksi: Sekolah o
pada SMK swasta dan dapat pula dilakukan perubahan- pembahan sesual [ a

dengan kebutuhan SMK swasta,
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Pasal 36

Dinas melaksanakan pengembangan pengelolaan SMK dengan cara :

a. pemberian perluasan akses kepada masyarakat —untuk mendapatkan.-.. L

layanan pendidikan kejuruan yang bermutu;

b. penataan kompetensi keahlian sesuai dengan tuntutan masyarakal: duma '
usaha dan dunia industri;

c. implementasi manajemen berbasis sekolah sesuai dengan tuntutan dan B Rt

perkembangan terkini; o
d. merumuskan kebgakan tentang kelembagaan di bawah Dinas; -

e. pembuatan sistem informasi yang terintegrasi antara SMK, PD terkait dan-. : .
pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan ketersediaan dan kebutuhanj -

pendidik dan tenaga kependidikan,;

f. pembentukan LSP dan pusat pengembangan kemrausahaaﬁ bag1 pesel ta':_"- i

didik;

g. pelaksanaan kebijakan pembukaan SMK untuk kompetensi keahizan baru
dan

h. optimalisasi pembiayaan pendidikan.

BAB VIII
PENDAMPINGAN UNTUK SMK SWASTA
Bagian Kesatu
Fasilitasi Pendirian SMK Swasta
Pasal 37

Masyarakat dan pelaku usaha yang akan mendirikan SMK harus memenuhz
persyaratan pendirian SMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangw S

undangan.

Pasal 38

Dinas dapat memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha yang mendﬁ 1k1a1'1 SMK{_--. _;-_': _'

di daerah, dalam bentuk ;

a. penyediaan data dan mformam terkait kondisi Wﬂayah yang d1rencanakan '.? S

menjadi lokasi SMK;

b. penyaluran tenaga kerja potensial untuk menjadi penchc’iik dan tenagaz_.;'?;if'}"_

kependidikan;

fasilitasi kajian efektivitas kompetensi keahlian yarig d1m111k1 SMK
fasilitasi sarana dan prasarana pendzdlkan berbasis budaya; -
fasilitasi kemudahan perizinan;

Mmoo

atau
promosi SMK kepada calon peserta didik.

ga
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Bagian Kedua
Pendampingan Tata Kelola
Pasal 39

(1) Pendampingan tata kelola SMK Swasta dilakukan dengan menerapkan
prinsip pengelolaan yang baik dalam menjalankan organisasi.

(2) Pendampingan tata kelola SMK Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pembuatan peraturan internal SMK yang memuat paling
sedikit :

a.

b.
c.
d
e

struktur organisasi;

penerima manfaat utama;

prosedur kerja;

pengelompokkan fungsi yang jelas dalam kelembagaan; dan
pengelolaan sumber dayva manusia.

Pasal 40

Pendampingan Pengelola SMK Swasta dilakukan dalam penyusunan struktur
organisasi SMK, terdiri dari struktur jabatan, fungsi dan pengawasan sesuaz _
dengan kebutuhan SMK.

Bagian Ketiga
Standar Pelayanan SMK Swasta
Pasal 41

(1) Pendampingan SMK Swasta dapat dilakukan dalam penyusunan dan g

pengembangan Standar pelayanan SMK Swasta sekurang-kurangnya sepeiti "

yang diterapkan di SMK Negeri,

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan penentuan standar

pelayanan minimal untuk SMK Swasta.

Dinas melaksanakan penyusunan program kerja pengembangan SMEK yang - |

BAB IX
PERANAN PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Peranan Dinas

Pasal 42

meliputi :

DR oe e TP

penyusunan program kerja pengembangan SMK;

penyiapan bahan kebijakan teknis penyelengaraan SMK;

pengembangan dan pemberian penghargaan tenaga pendidik SMK;
penjaminan mutu SMK;

pengembangan kurikulum pada SMK;

pengawasan pelaksanaan pendidikan pada SMK;

memfasilitasi Perjanjian Kerja Sama antara SMK dengan pihak lain;
pembinaan kesiswaan SMK;

pengembangan pendidikan muatan lokal pada SMK; dan

penelitian terhadap keabsahan dokumen hasil belajar peserta didik SMK,
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Bagian Kedua
Peranan Badan Usaha Milik Daerah
Pasal 43

Peranan BUMD dalam mendukung pengembangan SMK, yaitu:

a.

b.

C.

menyelaraskan (Sinkmnisasi) kurikulum SMK khususnya pada liompe‘censi'
keahlian dan sesuai dengan bidang usahanya; o

membantu dan memfasilitasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) peserta’ dzcizk .

SMK di Dunia Usaha/Dunia Industri;

membantu dan memfasilitasi pengembangan kompetensi profesional gur u”.‘

SMK melalui magang guru;

menugaskan karyawan/pegawai yang menguasai kompetensi 1<eah11an e

untuk menjadi guru tamu di SMK secara reguler atau non reguler;

mengembangkan model pembelajaran praktik kejuruan melalui Téachmg o

Factory, unit produksi dan Techno Park;

memberikan saran dan pendampingan dalam mengembangkan manajemen
sekolah yang efektif dan efisien; dan

memberikan  prioritas/kesempatan tamatan SMK untuk mengikuti
rekruitmen sebagai calon karyawan. o

BAB X
PENDANAAN
Pasal 44
Pembiayaan pengembangan SMK Negeri berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. pendapatan unit produksi bagi SMK Negeri yang telah menerapkan Pola' -
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan/atau '

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan keten.tuan_-_;;..:_:

peraturan perundang-undangan. o
Pembiayaan pengembangan SMK Swasta berasal dan Anggalan Pemdapatan S
dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan .dan ‘Belanja Daéi‘éh
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya sertifikasi kompeterz31 R
pelatthan peningkatan kompetensi pendidik dan pelatihan - aseso_f TSR

kompetensi.

BAB X1
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan SMK

dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusem Kepala
Dinas.

HARED PENANGHAT BAERAH
HUKUM PEBRAKAREA
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan -
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi’ Kahmantanf [

Barat.

Ditetapkan di Ponmanak _
pada tanggal 25 Agchor 2

iGUBERNUR KALIMANTAN BARA’?/ e

(77> SUTARMIDJI -

Diundangkan di Ponuanak

ot

pada tanggal /L. £
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